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jadi penyelamat perekonomian nasi-

onal di tengah tekanan global saat ini.
Bahkan, ekspor minyak sawit mampu me-
nyelamatkan neraca perdagangan nasional
dari ancaman defisit yang membengkak.

Hal itu diutarakan Ketua Umum Gapki
(Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indo-
nesia), Joko Supriyono pada acara Workshop
atau Lokakarya Wartawan Ekonomi dan Per-
tanian di Belitung, baru-baru ini.

Karena itu, Indonesia membutuhkan in-
dustri yang mampu menghasilkan devisa yang
tinggi namun secara bersaman menyerap
tenaga kerja yang besar. “Yang dibutuhkan
negara ini adalah mendorong industri yang
menyerap tenaga kerja tinggi dengan devisa
yang tinggi,” katanya.

Joko mengatakan, kelapa
sawit merupakan industri
yang mampu menghasil-
kan devisa yang tinggi
sekaligus juga menyerap
tenaga kerja cukup besar.
Tahun lalu, ekspor min-
yak sawit menyumbang
devisa US$22,9 miliar dan
menyerap tenaga kerja se-
dikitnya 6 juta orang.

Pembaca sekalian yang kami
banggakan, ihwal peran sawit dalam
konstelasi membantu atasi defisit neraca
perdagangan Indonesia tersebut, sengaja kami
kupas dalam Rubrik Liputan Khusus Majalah
HORTUS Archipelago edisi kali ini.

Itu pula sebabnya, kata Joko Supriyono,
industri kelapa sawit mestinya didorong untuk
terus melakukan ekspor. “Kita perlu mem-
perkuat peranan industri yang bisa menutup
defisit neraca perdagangan,” tandasnya.

Apalagi, saat ini, perekonomian Indone-
sia menghadapi tekanan pelemahan rupiah
terhadap dolar AS, sehingga devisa negara
tergerus. Kondisi itu diperparah dengan defisit
neraca perdagangan yang kian melebar.

Kenaikan ekspor sawit sebenarnya bisa
membantu meringankan beban perekono-
mian negara. Namun, industri sawit harus
menghadapi berbagai tudingan negatif mulai
dari pelanggaran tata ruang pada kebakaran
hutan, isu eksploitasi tenaga kerja, hingga

K OMODITAS kelapa sawit dapat men-
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Selamatkan Defisit Perdagangan

pelanggaran HAM.

Akibatnya, pada paruh pertama tahun
ini, ekspor CPO merosot 6 persen secara ta-
hunan menjadi 14,16 juta ton. Penurunan
ekspor sawit berkontribusi terhadap neraca
perdagangan yang mengalami defisit US$2,03
miliar pada bulan lalu.

Joko mengingatkan bahwa konteks indus-
tri sawit tak lepas dari persaingan perdagangan
global. Dalam hal ini, komoditas sawit menjadi
ancaman bagi negara penghasil minyak nabati
dari komoditas lain. Celakanya, ada kepenti-
ngan ekonomi negara lain dari maraknya tudi-
ngan negatif kepada industri sawit Indonesia.

Pembaca sekalian, untuk Rubrik Lapo-
ran Utama edisi sekarang, kami mencoba
mengangkat petani sawit meminta kegiatan

peremajaan (replanting) sawit rakyat

dapat dipercepat. Pasalnya waktu

yang tersisa sangat mepet

untuk  mencapai target

peremajaan sawit rakyat

sebesar 185 ribu hektar
untuk tahun ini.

“Petani yang meng-
hadiri  seminar  sawit
IOPC sangat khawatir dan

terkejut melihat paparan
yang menampilkan data rea-
lisasi replanting kebun sawit de-

ngan dukungan dana BPDP-KS yang
masih rendah,” kata Rino Afrino, Wasekjen
Apkasindo.

Rino Afrino, mengatakan petani di seluruh
Indonesia merasa khawatir karena sebentar
lagi akan memasuki bulan September 2018.
“Praktis hanya tersisa 4 bulan lagi untuk men-
capai target tersebut di tahun 2018 ini.”

Itu pula sebabnya, bisa dipahami bila
akhirnya organisasi yang mewadahi petani sawit
di Indonesia tersebut, menyampaikan kekhawa-
tiran tersebut ke Menko Perekonomian Darmin
Nasution, pekan pertama Agustus 2018 lalu.

Di luar kedua tema di atas, kami masih
punya sajian tema lainnya yang tak kalah me-
narik seperti Presiden Jokowi telah meneken
Perpres mengenai perluasan mandatori bahan
bakar dengan campuran 20 persen biodiesel
(B20), dan beberapa lainnya.

Akhirnya dari balik meja redaksi, kami
ucapkan selamat menikmati sajian kami. @
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Dinamika Hukum dalam

Jana Perkebunan Sawit

Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah
tentang Penghimpunan Dana Perkebunan pada
tanggal 25 Mei 2015 lalu, selanjutnya disebut PP
Penghimpunan Dana Perkebunan, dengan dasar
pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 93 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan, selanjutnya disebut UU
Perkebunan.

ATERI muatan PP Penghimpunan Dana Perkebu-
nan terdiri dari VI Bab dan 28 Pasal serta menga-
tur mengenai tujuan penyelenggaraan penghim-
punan dana perkebunan; sasaran penghimpunan
dana perkebunan; sumber dana yang dihimpun;
penggunaan dana; Badan Pengelola Dana; Komite Pengarah;
dan sanksi. Dari beberapa materi muatan tersebut, beber-
apa di antaranya menarik untuk dicermati dan dia-
nalisa.

Pertama, ketentuan Pasal 1 angka 6
mengenai pengertian pungutan adalah
sejumlah uang yang dibayarkan sebagai
biaya atas ekspor hasil komoditas perke-
bunan strategis dan/atau turunan hasil
komoditas perkebunan strategis. Pung-
utan yang dimaksud apakah masuk dalam
ruang lingkup penerimaan negara yang ma-
suk kedalam kas negara dan apakah meru-
pakan penerimaan negara yang menjadi hak
dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara
dalam tahun anggaran yang bersangkutan? Apabila yang
dimaksudkan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka
9 dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 ten-
tang Keuangan Negara maka penerimaan dari pungutan terse-
but harus dimasukkan dalam APBN.

Kedua, Pasal 5 menentukan bahwa dana yang bersumber
dari pelaku usaha perkebunan meliputi pungutan atas eskpor
komoditas perkebunan strategis dan iuran pelaku usaha perke-
bunan. Pungutan wajib dibayarkan oleh semua bentuk pelaku
usaha perkebunan, baik yang berbentuk perusahaan perke-
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Pengaturan Penghimpunan

Oleh: Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

bunan maupun pekebun. Sementara itu, untuk iuran hanya
dikenakan pada pelaku usaha perkebunan yang berbentuk pe-
rusahaan perkebunan, artinya pekebun tidak diwajibkan untuk
membayar iuran yang diterapkan. Klausul yang menarik untuk
dicermati adalah penjelasan Pasal 5 ayat (1) yang menyebut-
kan bahwa Pungutan atas komoditas perkebunan strategis,
merupakan pungutan “diluar” Bea Keluar sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
Klausul ini dapat ditafsirkan bahwa para pelaku usaha perke-
bunan disamping akan dikenakan pungutan sebagaimana yang
diatur dalam PP Penghimpunan Dana Perkebunan, juga dikena-
kan pungutan berupa Bea Keluar yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Ketiga, ketentuan Pasal 9 menentukan bahwa dana yang
dihimpun digunakan untuk kepentingan pengembangan sum-
ber daya manusia perkebunan; penelitian dan pengembangan
perkebunan; promosi perkebunan; peremajaan perkebunan;

dan/atau sarana dan prasarana perkebunan. Hal ini sudah
sesuai dengan amanat Pasal 93 UU Perkebunan se-

bagai payung hukum terbitnya PP Penghimpu-
nan Dana Perkebunan. Selain itu, untuk ke-
pentingan pengembangan perkebunan; dan
pemenuhan hasil perkebunan untuk kebu-
tuhan pangan, bahan bakar nabati (biofuel),
dan hilirisasi industri perkebunan. Dimana
penggunaan untuk 2 (dua) kepentingan
yang terakhir ini tidak diamanatkan secara
tersurat, tegas, dan lugas maupun tersirat

oleh UU Perkebunan, khususnya Pasal 93.

Oleh karenanya, pengaturan tentang 2
(dua) kepentingan terakhir tersebut sepatutnya
masih layak untuk dipertanyakan oleh sebagian pi-

hak apakah dapat ditafsirkan secara ekstensif dari frasa
“sarana dan prasarana perkebunan”? Sementara maksud sa-
rana dan prasarana perkebunan sudah disebutkan secara tegas
dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) PP Penghimpunan Dana
Perkebunan, dimana terdiri atas benih; pupuk; pestisida; alat
pascapanen dan pengolahan hasil; jalan kebun dan jalan akses
ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan; alat transportasi; me-
sin pertanian; pembentukan infrastruktur pasar; verifikasi atau
penelusuran teknis.

Bahkan pengaturan dalam PP Penghimpunan Dana Perke-
bunan tersebut telah dilakukan permohonan uji material (ju-
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dicial review/JR) ke Mahkamah Agung RI (MA RI) pada tahun
2017 oleh Hermansyah dan kawan-kawan. Para Pemohon men-
gajukan uji materi terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 9
ayat (2) huruf b, dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP Peng-
himpunan Dana Perkebunan. Batu uji yang digunakan yaitu,
Pasal 93 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perke-
bunan; Pasal 5 huruf ¢, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat
(1) dan ayat (2), dan Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal
38 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia; dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 ten-
tang Pengesahan International Covenant on Economic, Sosial
and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

Pokok permohonan pemohon, para pemo-
hon mendalilkan bahwa mereka merupakan
petani/pekebun yang masing-masing memi-
liki kebun kelapa sawit. Selanjutnya pemo-
hon mendalilkan bahwa sebagai petani kelapa
sawit dalam waktu yang cukup lama sempat
mengalami penurunan pendapatan dari hasil
penjualan kelapa sawit di provinsi masing-
masing sejak diberlakukan PP a quo. Menurut
pemohon, salah satu faktor penurunan harga
Tandan Buah Segar (TBS) adalah karena
dipengaruhi oleh pemberlakuan pungutan
ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang diatur
dalam PP a quo yang justru hanya mengun-
tungkan segelintir perusahaan perkebunan
besar di Indonesia. Pemberlakuan PP a quo
dianggap belum secara signifikan bermanfaat
bagi petani kelapa sawit di Indonesia pada
umumnya dan khususnya para pemohon,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat
(3) UU Perkebunan, yaitu untuk: pengembangan sumber daya
manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan,
peremajaan tanaman perkebunan (replanting), dan/atau sarana
dan prasarana perkebunan.

Selanjutnya, para pemohon berpendapat ketentuan menge-
nai pembebanan pungutan yang bersifat memaksa seharusnya
dimuat dalam undang-undang dan tidak dapat didelegasikan
ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripada
undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD
1945, dan karenanya para pemohon mendalilkan bahwa PP a
quo bertentangan Pasal 5 huruf ¢ UU 12/2011. Para pemohon
juga mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b dan
Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), khususnya mengenai penggunaan
dana perkebunan untuk pemanfaatan bahan bakar nabati (bio-
fuel), telah bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) dan memper-
luas materi dalam Pasal 93 ayat (5) UU Perkebunan, sehingga
bertentangan juga dengan tata cara pembentukan peraturan
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf
¢, Pasal 12 dan Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011.

Selanjutnya para pemohon berpendapat bahwa pengaturan

mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban
dana yang terhimpun dari masyarakat adalah salah satu wujud
tidak transparan dan tidak akuntabelnya pengaturan oleh PP a
quo, sehingga para pemohon mendalilkan bahwa PP a quo ber-
tentangan dengan asas transparan dan asas akuntabel dalam
UU 28/1999. Terakhir, menurut para pemohon bahwa pember-
lakuan PP aquo khususnya ketentuan mengenai penghimpunan
dana perkebunan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 PP a quo
akan mempengaruhi peningkatan ongkos produksi yang pada
akhirnya berdampak pada berkurangnya pendapatan petani/
pekebun kelapa sawit dalam menjual kelapa sawit kepada peru-
sahaan karena menurunnya daya beli perusahaan kelapa sawit
akibat adanya pembebanan pungutan ekspor komoditi perkebu-
nan strategis (kelapa sawit), sehingga para pemohon mendalil-
kan bahwa pasal-pasal tersebut sebagaimana diatur dalam PP
aquo bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) UU HAM.

Berdasarkan pokok permohonan pemohon, Pemerintah RI
selaku termohon memberikan penjelasan terhadap kedudukan
hukum (legal standing) para pemohon. Berkenaan dengan legal
standing (persona standi in judicio) dan kepentingan hukum
para pemohon dalam perkara a quo, termohon menyampaikan
penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat
(2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, yang berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud
ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang mengang-
gap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang yaitu: a. Perorangan
warga Negara Indonesia; b. Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang; atau Badan hukum publik
atau badan hukum privat”. 2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3)
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak
Uji Materiil, berbunyi: “Permohonan keberatan adalah permo-
honan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Per-
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aturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan
suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang
diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan”. 3.
Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung
No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi: “Pemohon
keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang
mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung
atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat
lebih rendah dari undang-undang”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, para pemohon
mendalilkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009, berikut
Peraturan MA yang terkait, karena para pemohon yang masing-
masing merupakan perorangan Warga Negara Indonesia telah
dirugikan dengan pelaksanaan PP a quo.

Terhadap dalil Para Pemohon mengenai Kedudukan Hukum
(Legal Standing) tersebut di atas, termohon berbeda pendapat
dan bersama ini menyatakan bahwa para pemohon tidak me-
miliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan
a quo, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa ke-
tentuan Pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 mensyarat-
kan permohonan keberatan uji
materiil harus didasarkan pada
adanya kerugian yang diderita
oleh para pemohon dan secara
langsung diakibatkan oleh ber-
lakunya peraturan perundang-
undangan yang dimohonkan uji
materiil tersebut. Artinya ke-
beratan para pemohon uji ma-
teriil harus didasarkan adanya
hubungan sebab akibat (causal
verband) antara kerugian yang
diderita oleh para pemohon
dengan berlakunya ketentuan
peraturan perundang-undan-
gan dimaksud. Atau dengan
kata lain permohonan harus di-
lakukan oleh pihak yang kepentingannya benar-benar dirugikan
(asas point d’interet point d’action).

Dalam kenyataannya, para pemohon tidak dapat membuk-
tikan atau setidaknya tidak bisa menyajikan data dan informasi
yang memperkuat dalilnya bahwa para pemohon menderita
kerugian. Selain itu, para pemohon tidak pula dapat membuk-
tikan kerugian yang dideritanya (apabila memang terbukti ada),
sebagai akibat langsung dari pelaksanaan PP a quo. 2. Bahwa
subjek hukum yang dikenai kewajiban untuk membayar pung-
utan yang diatur dalam PP a quo adalah pelaku usaha perkebu-
nan yang melakukan ekspor komoditi perkebunan strategis dan
bukan petani/pekebun yang melakukan perdagangan domestik,
sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP a
quo yaitu: “Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strate-
gis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dibayar
oleh: a. Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor ko-
moditas perkebunan dan/atau turunannya; b. pelaku usaha in-
dustri berbahan baku hasil Perkebunan; dan/atau c. eksportir
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atas komoditas perkebunan dan/atau turunannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut termohon bahwa
para pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dengan
jelas apakah para pemohon merupakan petani/pekebun kelapa
sawit yang melakukan perdagangan secara ekspor atau secara
domestik, sehingga tidak jelas apakah para pemohon benar meru-
pakan subjek hukum dari penghimpunan dana dalam PP a quo
yang memang merupakan subjek hukum menurut PP a quo. Ber-
dasarkan uraian tersebut di atas, menurut termohon, para pemo-
hon tidak memiliki kerugian sebagai akibat berlakunya PP a quo,
maka sudah sepatutnya jika Mahkamah Agung RI menyatakan
para pemohon bukan pelaku usaha perkebunan yang diwajibkan
untuk membayar pungutan ekspor, sehingga para pemohon ti-
dak menderita kerugian apapun, dan karenanya tidak memiliki
kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan para pemo-
hon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Putusan MA No.
1P/HUM/2017 yang memutuskan bahwa para pemohon tidak
mempunyai kedudukan hukum (legal standing). Selanjutnya,
menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, atau
setidak-tidaknya menyatakan permohonan para pemohon tidak
mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) tidak dapat di-
terima (niet onvankelijk verk-
laard). Terakhir, menyatakan
Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat
(2) huruf b, dan Pasal 15 ayat
(1) dan ayat (2) Peraturan Pe-
merintah Republik Indonesia
No. 24 Tahun 2015 tentang
Penghimpunan Dana Perkebu-
nan tidak bertentangan dengan
Undang-undang No. 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bebas Dari Ko-
rupsi, Kolusi, dan Nepotisme,
Undang-Undang No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manu-
sia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya), Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang
No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) juga telah mengajukan
JR ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2018. Pemohon men-
gajukan uji materi terhadap ketentuan: Pasal 9 ayat (2) PP
Penghimpunan Dana Perkebunan. Pasal 9 ayat (1) menentukan
bahwa “Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan: a.
pengembangan sumber daya manusia perkebunan; b. peneliti-
an dan pengembangan perkebunan; c. promosi perkebunan; d.
peremajaan perkebunan; dan/atau e. sarana dan prasarana per-
kebunan. Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa “Penggunaan Dana
untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terma-
suk dalam rangka: pengembangan perkebunan; dan pemenuhan
hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati
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(biofuel), dan hilirisasi industri perkebunan. Pasal 9 ayat (3) me-
nyebutkan bahwa “Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan program pemerin-
tah”. Batu uji yang digunakan adalah Pasal 93 UU No. 39 Tahun
2014 tentang Perkebunan. Putusan MA menolak permohonan
judicial review dari pihak pemohon. Pada JR kali ini, MA RI juga
menolak permohonan judicial review dari pihak pemohon.

Pada sisi lain, sebagai tindak lanjut dari PP Penghimpunan
Dana Perkebunan telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 61
Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana
Perkebunan Kelapa Sawit, selanjutnya disebut Perpres No. 61
Tahun 2015. Perpres No. 61 Tahun 2015 tersebut telah berubah
dua kali, pertama melalui Peraturan Presiden No. 24 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 61 Tahun
2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebu-
nan Kelapa Sawit. Selanjutnya mengalami perubahan kedua
dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015
tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Ke-
lapa Sawit, selanjutnya disebut Perpres No. 66 Tahun 2018.

Perubahan kedua terhadap Perpres No. 61 Tahun 2015
didasarkan pertimbangan untuk meningkatkan pelaksanaan
pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengem-
bangan, peremajaan, sarana dan prasarana perkebunan kelapa
sawit dan penggunaan dana dan pemanfaatan bahan bakar na-
bati jenis biodiesel serta untuk mengefektifkan tugas Komite
Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Perpres No. 66 Tahun 2018 memuat ketentuan yang men-
gubah beberapa ketentuan dalam Perpres No. 61 Tahun 2015
yang sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 24 Tahun
2016. Perubahan tersebut antara lain, ketentuan Pasal 11 ayat
(3) diubah sehingga berbunyi bahwa “Badan Pengelola Dana
menetapkan prioritas penggunaan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan kebijakan yang ditetap-
kan Komite Pengarah dan memperhatikan program pemerin-
tah”. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah menjadi “penelitian
dan pengembangan perkebunan kelapa sawit sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 11 ayat (1) hurufb dilakukan untuk pening-
katan pengetahuan tentang pemuliaan, budidaya, pascapanen
dan pengolahan hasil, industri, pasar, rantai nilai produk hasil
perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan usaha
perkebunan kelapa sawit. Pasal 13 ayat (2) menjadi berbunyi
bahwa “dalam rangka penelitian dan pengembangan perkebu-
nan kelapa sawit dilakukan pembentukan dan/atau penguatan
lembaga riset yang telah ada dengan fokus kepada teknologi, sek-
tor industri, inovasi produk, skema pembiayaan, pengetahuan
pasar, dan adopsi lingkungan”.

Selain perubahan tersebut, di antara Pasal 16 dan Pasal 17
disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 16 A; ketentuan Pasal 17 di-
hapus; ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat
yaitu ayat (1a) dan ayat (1b) serta diantara ayat (2) dan ayat (3) di-
sisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a); ketentuan Pasal 19 ayat (2),
ayat (3), dan ayat (5) diubah dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat
yaitu ayat (2a); ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah; dan diantara
Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 29 A.

Dengan demikian, meskipun masih terdapat rumusan sub-
stansi pengaturan dalam PP No. 24 Tahun 2015 tentang Penghim-
punan Dana Perkebunan yang menurut hemat kami masih belum
tegas dan/atau jelas, sehingga dapat menimbulkan multitafsir dan/
atau multiinterpretasi yang akan mengakibatkan ketidakpastian
hukum, terbitnya Perpres No. 66 Tahun 2018 diharapkan dapat
lebih memberikan ketegasan dan/atau kejelasan dalam penghim-
punan dan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit. Pada akh-
irnya, diharapkan lebih dapat mendukung kelapa sawit Indonesia
yang berkelanjutan, mengurangi angka kemiskinan, dan mewu-
judkan kesejahteraan melalui dana perkebunan kelapa sawit.

Adapun preskriptif untuk menyelesaikan persoalan dinamika
hukum dan ketidaktegasan dan/atau ketidakjelasan pengaturan
antara yang diatur dalam PP Penghimpunan Dana Perkebunan
dengan Pasal 93 UU Perkebunan dapat dlakukan dengan melaku-
kan penyesuaian antara keduanya. Penyesuaian dimaksud dapat

(117

PADA AKHIRNYA, DIHARAPKAN LEBIH DAPAT
MENDUKUNG KELAPA SAWIT INDONESIA YANG
BERKELANJUTAN, MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN,
DAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MELALUI
DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT. ,,

dilakukan dengan melakukan revisi terhadap pengaturan yang
ada dalam UU Perkebunan atau membuat suatu pengaturan
setingkat undang-undang yang di antaranya mengatur secara
khusus atau bersifat lex specialis tentang penghimpunan dan
pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut di-
dasarkan pada pendapat bahwa secara normatif, ketentuan Pasal
9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang
Penghimpunan Dana Perkebunan yang mengatur tentang peng-
gunaan dana untuk pengembangan Perkebunan dan pemenu-
han hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar
nabati (biofuel), dan hilirisasi industri perkebunan sebenarnya
memang bertentangan atau setidaknya belum diatur secara tegas
dan jelas dalam Ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang
No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menentukan
bahwa “Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengem-
bangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan,
promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/
atau sarana dan prasarana perkebunan”. Oleh karenanya, ber-
dasarkan asas lex superior derogat legi inferior, ketentuan Pasal
9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 seharusnya
batal demi hukum karena bertentangan peraturan yang ada di
atasnya yaitu Ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang No.
39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. ®

Dosen Tetap Fakultas Hukum-Universitas Jember
Sekretaris Jenderal Forum Pengembangan Perkebu-
nan Strategis Berkelanjutan (FP2SB)
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